i,

BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri vyang dilaksanakan secara tertb,
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu
mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupat, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);



10.

B

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyvawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu  Timur
{Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembarangy
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Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

14, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

{3

o

o

10.

11.
12.

13.
14.

Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Timur.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur,

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi svarat vang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu

tertennitu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yvang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.

. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota

dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri .

. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah

dokumen vang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri,Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah uang vang dibavarkan sekaligus.

Biaya riill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan

Dinas. %z



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(<)

BAB II
SURAT TUGAS
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan
oleh pejabat vang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang,
setelah mendapat persetujuan prinsip.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagai

berikut:

a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon Ilil,eselon 1V, staf dan PTT dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenang;dan

c¢. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi staf yang dipimpinnya.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat lain yang diberi wewenang.

b. bagi pejabat eselon TIII, eselon IV,staf dan PTT, Surat Tugas
ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPPD.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 3

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

terdiri dari:

a. uang harian;

. biaya transpor;

biaya penginapan;

. uang representasi;dan/atau

. sewa kendaraan dalam Kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. uang makan;

b. uang transpor lokal; dan

c. uang saku.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan

sesual jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang dibayarkan

secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b sebagai

berikut:

a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor
bus dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran V.A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada huruf
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran r‘im

® a0 o
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10]

(11)

(12)

sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan 1 (satu) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan
dibayarkan sesuai biaya riil;

Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah
Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan transpor
udara di Sorowako.
Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang diberi
kewenangan.
Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara dibayarkan
sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran IX vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya vang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurufl a dibayarkan sesuai biaya

riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75%

(tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan

Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam

lampiran I[I.LA dan lampiran II.LB yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagi pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar

provinsi yang akan menginap di hotel terlebih dahulu harus meminta

suratl keterangan yang menyatakan bahwa Mess Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur penuh;

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biava penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
dalam lampiran II.LA dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

Bagi Pelaksana SPPD wyang menginap di Mess Pemerintah Kabupate

Luwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(1)

(2)

(3

(4)

taril yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen).

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢
diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam
Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya
sebagaimana dalam lampiran 1L.A dan lampiran 1L.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya
diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris
Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan
secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Biaya Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari
dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5
(lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari
pejabat yang berwenang.

Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten
Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1
(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan
diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran L.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan vang
dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum
dalam lampiran 1I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
Pasal 4

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling sedikit 5
(lima) kilometer dari batas kota diberikan uang harian dan biaya
transpor kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan
dinas.

Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran 1.C wyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transpor kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai standar sebagaimana yang tercantum pada lampiran
V.C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling lama 1
(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.



(5) Khusus Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan bagi SKPD
Kecamatan termasuk Puskesmas dan Sekolah yang berjarak dari
ibukota Kecamatan atau tempat bekerja paling sedikit 5 (lima) kilometer
diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Kendaraan Dinas
Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III
Pimpinan SKPD, Eselon IIl yang menggunakan kendaraan dinas roda 4
(empat), dan/atau Eselon III, Eselon IV dan Staf yang menggunakan
kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya BBM.

(2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar
wilayvah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Standar biaya BBM untuk Kendaraan Roda 4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas
kendaraan sebagai berikut:

a. kendaraan roda 4 sampai dengan 1,500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8
(delapan) Km;

b. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7
(tujuh) Km;

¢. kendaraan roda 4 sampai dengan 2.000 CC, 1 Liter jarak tempuh 6
(fenam) Km;

d. kendaraan roda 4 sampai dengan 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 5
(lima) Km,; dan

e. Kendaraan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC,
1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.

(4) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur
diberikan biaya BBM scsuai standar sebagaimana dimaksud dalam ayat
{(3) dan dibayarkan sesuai biaya riil.

(5) Standar biaya BEM untuk Kendaraan Roda 2 besarannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Transpor Air
Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang harus
ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya
transpor air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak,
sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap mcnggunakansf

7



(1)
(2)

(3)

transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada
daerah setempat.
BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 7

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Besaran biaya Perjalanan Dinas pegawai kontrak lainnya disamakan
dengan Pegawai Tidak Tetap.
Khusus Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya yang ditugaskan
sebagai Sopir di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada
diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan
Dinas dengan besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas
dalam daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN SEMINAR, WORKSHOP,

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

BIMTEK, LOKAKARYA DAN SEJENISNYA
Pasal 8

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek,

lokakarya dan sejenisnya vyang memerlukan kontribusi biaya

pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan biaya
penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan;

Perjalanan Dinas yang dapat diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga

Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh

Departemen terkait.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi:

a. uang harian dan biaya penginapan sesuai standar biaya perjalanan
dinas luar daerah dalam provinsi dan/atau luar daerah luar
provinsi sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);dan/atau

b. uang harian diklat menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) vang besarannyva sesuai
standar yang tercantum dalam lampiran LD dan LE vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAD VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk:

a. perjalanan dinas ke luar negeri;

b. perjalanan pindah;

c. biaya pemulangan Pegawai Negeri yang pensiun; dan

d. perjalanan dinas dalam negeri vang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan

Perjalanan Dinas tetap dalam wilayah jabatannva diatur tersendiri
dengan Keputusan Bupati.



Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 10 Tahun 2013 tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur. CJ,

STEMPEL PARAF KOORDINASI : s o
DINAS PENDAPA A, PENGELOLAAM KEUANGAN Dlhﬂtapkﬂﬂ aflh Malili
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR pada tanggal 2 Februari 2015

TELAH DIPERIKSA BUPKTI LUWU TIMUR,
. SEKDA
ASISTEN o n-|
KADIS ANDI HATTA M.,
KABID
KASUBAG / KASI

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

i
. BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, FIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

I. A. UANG FIARMN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

{dalam rupiah)|
e e s

NO mc!rvms: SATUAN nurj}m-. f;ﬂ ﬁifﬂ T;' mm;n el Gﬂm;%‘; = ;,f:“

DFRD
1t} 2] 3 [l 5 1] 7 81

1 |acEn | oH 360.000] 350000 2a0.000]  320.000] 300000
2 |SUMATERA UTARA OH 370.000|  360.000 350.000|  330.000| 310.000
3 |RIAU OH 370.000]  360.000 asc.oco|  330.000] 310.000
4 |KEPULAUAN R1aU oH 370.000|  260.000 350.000|  330.000]  310.000
5 [JAMBI oH 370.000]  360.000 350000 330.000] 310.000
6 |SUMATERABARAT | oH | 380 000| 370.000| 3s0000| 340000 320000
7 |SUMATERA SELATAN oH 380.000]  370.000 360.000| 340.000] 320.000
g |LAMPUNG | oH 350,000 370,000 3so.000]  3ep000| 320000
9 |BENGKULU| o 380.000|  370.000 360.000|  340.000] 320.000
10 |BANGKA BELITUNG oH 410.000|  400.000 390000  370.000] 350.000
11 [BANTEN oH 370.000|  360.000 350.000| 330000 310.000
12 MWAW ...... D H I 430,000 . 420000 410,000 SBD.DO-U 37;}.““0
13 |D X1 JAKAFTA oH sao000| 520000 s10000| 490.000| 470.000
14 |JAWA TENGAH oH 370.000|  360.000 350.000|  330.000| 310.000
15 |D.I. YOGYAKARTA oH 420.000]  410.000 400.000| 380000 360.000
16 |JAWA TIMUR OH 410.000|  400.000 390.000|  370.000]  350.000
..... e e B B e it T e
1B |NUSA T'Em BARAT OH 440 000 430 000 420 000 400 _ 000 380 000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | oM 430.000 420.000 410.000 390000 370000
20 |KALIMANTAN BARAT oH 380000  370.000 360000  340.000| 320000
21 |KALIMANTAN TENGAH OH 360.000|  350.000 340.000|  320.000] 300.000
22 |KALIMANTAN SELATAN oK 380.000)  370.000 360.000|  340.000]  320.900
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 430.000|  420.000 410000 390000 370.000
24 |KALIMANTAN UTARA oM azoo0o| 420000 410000 390000] 370000
25 |SULAWESI UTARA OH 370.000)  360.000 350.000|  330.000| 310.000
26 |GORONTALD OH 370.000]  360.000 350.000|  330.000|  310.000
27 |SULAWESI BARAT oH 410.000]  400.000 390.000|  370.000] 350.000
28 |SULAWESI TENGAH oH 370.000|  360.000 3s0.000] 330000 310.000
29 |SULAWESI TENGGARA | OH 380.000|  270.000 360.000|  340.000| 320.000
30 |MALUKU OH 380.000|  370.000 360.000| 340.000| 320.000
31 |MALUKU UTARA oH a30.000| 420000 a10000|  390.000| 370000
32 [PAPUA ok 580.000,  570.000 560.000]  540.000|  520.000
33 |PAPUA BARAT oH 480.000|  470.000 460.000|  440.000] 420.000




I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

' (dalam rupish)
! B;:g' SEKDA, | PEJABAT | PEJABAT
No | FABUPATEN / BUPATL DAy | ANGOOTA |ESELON I/ |ESELON IV/|GOLONGAN
KOTA SATUAN i i?;fo T::: GDL?::GAH mml:m n,;q:_::n
DPRD

(1} 2 = [ (=] (61 {7} (8]
1 |MAKASSAR oH 430.000 420.000 400.000| 380.000] 360000
2 |cowa oH 430.000 420.00C 400.000]  380.000] 360.000
3 |TAKALAR oH 430.000 420.000 400.000] 380.000] 360.000
4 |JENEPONTO oH 430.000 420.000| 400.000| 380.000| 360.000
5 |BANTAENG OH 430.000|  420.000|  400.000|  380.000|  360.000
& [BULCEA o 430 000 426 000 400 0on| | 3s0.ooo| 380000
7 [MARGS | oH 430.000 420.000 400.000]  380.000] 360.000
8 |PANGKEP oH 430,000 420.000] ~400.000]  380.000|  360.000
5 |BarrU | oH 430.000 420.000 400000 380000 360000
10 |PARE-PARE OH 430.000 420.000 400.000| 380.000] 360.000
11 |PINRANG CH 430.000 420.000 400.000]  380.000| 360.000
12 |ENREKANG oH 430.000 420.000 400.000 380000 360.000
13 [wado | OH 430.000 420.000 400000 380000 360.000
14 |[soPPENG o= 430,000 420 000 400 000 380000  360.000
15 |BONE OH 430.000 420.000 400.000| 380.000] 360.000
16 |SINJAI oH 430.000 420.000 400.000|  380.000]  360.000
17 |Luwu | oH | 430.000 420.000 300.000]  380.000] 360.000,
18 |[KOTA PALOPO oH 430 000 420 000 400 000|  380.000] 360 000
19 |LUWU UTAFA OH 430.000 430.000 400.000] 380.000] 360.000
20 |TORAJA OH 430.000 420,000 400.000 380.000 360.000
21 |TORAJA UTARA OH 430.000 420.000 400.000 380.000 360.000
22 |SELAYAR OH 430.000 420,000 400,000 380.000 360.000
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I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

BUPATI,
e SEKDA, | PEJABAT | PEJABAT
ANGCGOTA |ESELON I/ |ESELON IV/ |GOLONGAN
NO KECAMATAN
saTuan [BUPATL '::" DPED DAN | GOLONGAN |GOLONGAN| 11, 1 DAN
e ESELON I w it FIT
' DPFD |
(1) (2} 31 [+ {5 ] {71 (81
1 |BURAU OH 170 000 150,000 130000 110000 1000 000
2 |WOoTU OH L 70,000 150, 000 130.000 1 10 D0 100 000
3 |TOMONI | OH 170000 150. 000 130.000 110.000 100 000
4 (TOMONI TIMUR OH 1 70000 150000 130.000 1 10000 100 OO0
5 |MANGEUTANA OH 170.000 150.000 130000 110000 100 000
& (HALAENA oOH 1T0.000 150000 130000 110 000 1 00 000
7 |ANCGEONA CE 170,000 150 000 130,000 110000 100.000
|
8 |MALILI (LEBIH 5 CH 170.66G 1580.666 130000 110000 100 000
KM DAFRI BATAS
KOTA)
9 |WASUPCNDA OE L70. 000 150000 1306000 110,000 1006 000
10 |TOWUTI oOH 170000 150 0D 130000 110000 100 000
11 [NUHA CH 170000 150,000 130.000 110.000 100.000

12



I. D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(dalam rupLakl|

NO PROVINSI SATUAN l DIKLAT

(4 (2} (= (&1

1 |ACEH OH 110.000|
2 |SUMATERA UTARA OH 110.000
3 [R1AU oH 110.000
4 (KEPULAUAN RIAU OH 110.000|
5 [JAMBI OH 110.000
6 |SUMATERA BARAT OH " 110.000
7 |SUMATERA SELATAN OH 110.000
8 |LAMPUNG OH 110.000
9 [BENGKULU OH 110.000
10 |BANGKA BELITUNG OH 120.000
11 [BANTEN OH 110 000
12 |[JAWA BARAT OH 130.000
13 |D.K.L JAKARTA OH 160.000
14 |[JAWA TENGAH CH 110.000
15 |D1 YOGYAKARTA OH 130.000
16 |JAWA TIMUR OH 120.000
17 |BALI OH 140.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT OH 130.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR oH 130.000
20 |MALTMANTAN BARAT OH 110.000
Pl |KALIMANTAN TENGAH OH 110.000
22 |KALIMANTAN SELATAN oH 110.000
23 |KALIMANTAN TIMUR oH 130.000
24 |KALIMANTAN UTARA oH 130.000
PS5 |SULAWESI UTARA o 110.000
26 |GORONTALO OH 110.000
27 |SULAWESI BARAT oH 120.000
28 |SULAWESI TENGAH oH 110,000
29 |SULAWESI TENGGARA OH 110.000

30 |MALUKU OH 110
81 |MALUKU UTARA OH 130.000
32 [PAPUA OH 170.000
23 |PAPUA BARAT OH 140.000

13



I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiak)
NO WE;H;:EH / SATUAN DIELAT
ii} i2 T = (5l
1 |MAEKASSAFR OH 110.000
2 |GOWA OH 110.000
3 (TAKALAR oH 110.000
4 LJTENEPONTO oH 110.000
5 |BANTAENG cH 110,000
& |[BULUKUMEA OH 110.000
7 |MAROS OH 110.000
B |PANGEKEP oH 110.000
9 |BAFRFU o 110.000
10 |PAFE-FPARE oH 110.000
11 |PINRANG oH 110.000
12 |ENFEEANG oH 110.000
13 |WAJO oH 110.000
14 |SOPPENG OH 110.000
S e S =
16 |SIMJAI oH 110.000
17 LU oM 116.000
18 |KOTA PALOPO oH 110.000
19 |[LUWU UTAEA OH 110.000
el el e o
21 [TORAJA UTARA OH 110.000
22 |SELAYAR OH 110.000

gl

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAM, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

I_ TELAH DIPERIKSA i‘:AnAF
SEKDA ry
ASISTEN 1

KADIS ) 1
KABID

KASUBAG / KASI —

BUPATI LUWU TIMUR,

Co

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (dibayarkan
dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

jdalam rupiah|
TARIF HOTEL
: BURRTL SEKDA, PEJABAT | PEJABAT
NO PROVINSI nu;aﬁfm ANGGOTA | ESELON I/ | ESELON IV/ | GOLONGAN
DPRD DAN | GOLONGAN | GOLONGAN |1, I DAN PTT
ESELON II v m
i1 (2 4 {5 (& {7}
1 |ACEH 1.308.000 930.000 410.000 340.000
P G e gl B D
3 [R1IAU 1.168.000 720.000 450.000 380.000
""" 4 |KEPULAUAN RIAU 1285000]  650.000 380.000 280 000
5 |[JAMBI 1.176.000 585.000 370.000 290.000
6 |SUMATERA BAPAT 1345 000]  1.155.000 200 000 460 000 330 000
7 |SUMATERA SELATAN 1.500.000|  1.228.000 550.000 425.000 280.000
8 |LAMPUNG | 1.500.000| 1.299.000 770.000 370.000 350.000
g |BENGKULU 1.185.000 790.000 580.000 450.000 350.000
10 |BANGKA BELITUNG 1.650.000|  1.310.000 600000 450.000]  300.000
11 |BANTEN 1 850.000] 1.430.000 920.000 450.000 350.000
e s E et s e M gl
13 |D.K1 JAKARTA 2.200.000|  1.086.000 650.000 500.000 400.000
14 |JAWA TENGAH 1 870.000| 1478000 750.000 450.000 350 000
15 |D,1. YOGYARARTA 1.870.000 1.334.000 670.000 500_000/ 355.000
16 |JAWA TIMUR 1.725.000| 1.356.000 765.000 350.000 280.000
17 [BALI 2.500.000|  1.810.000 830.000 500.000 350.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT 1.620.000| 1.500.000 550.000 500.000 360.000
19 |[NUSA TENGGARA TIMUR 1.500.000|  1.000.000 660.000 450.000 350.000
20 |KALIMANTAN BARAT 1695000  1.130.000 740 000 400.000 315 000
21 |KALIMANTAN TENGAH 1 800.000|  1.596.000 750.000 440.000 325.000
22 |KALIMANTAN SELATAN 1950.000]  1.679.000 770.000 400.000 325.000
23 | KALIMANTAN TIMUR 1.750.000{  1.500.000 750.000 450.000 350.000
24 |KALIMANTAN UTARA 1.750.000 1.500.000 750.000 450.000 350.000
25 |SULAWESI UTARA 1.750.000|  1.553.000 640.000 400.000 290.000
26 loomoWTALd 00 | 1.515.000] 1.134.000{ 910.000 410.000] 240.000
27 |SULAWESI BARAT 1.545.000| 1.030.000 910.000 400.000 340.000
28 |SULAWES! TENGAH 1 560.000]  1.298.000 520 000 400 000 330,000
29 |SULAWESI TENGGARA 1.605.000| 1.070.000 715.000 450.000 340.000
30 |MALUKU 1.545.000]  1.030.000 680.000 410.000 280.000
31 |MALUKU UTARA 1.750.000]  1.512.000 600.000 420.000 340.000
32 [PAPUA 1 890.000|  1.668.000 720.000 480.000 350.000
33 |PAPUA BARAT 1.780.000|  1.482.000 900.000 450.000 340.000 (}f

15



¢

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

[dulem rupish)
SATUAN BIAYA HOTEL (PER HaPY)
- KOTA / B:{’;‘E'lw ANGGOTA PEJABAT PEJABAT —
KABUPATEN e DPRD DAN ESELON M/ | ESELONIV/ | © ' oo !
vl ESELON Il | GOLONGAN IV | GOLONGAN I

{1 2] 3 i i1 sl 7
1 |MAKASSAR | 1.500.000 900.000 650,000 450.000 375.000
2 |cowa . 1.300.000| 800.000 600.000 400.000 350.000
3 |TAKALAR 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000)
4 |JENEPONTO| 17300.000 800.0000  600.000 400,000 "350.000
5 [BANTAENG | 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
6 |BULUKUMBA 1300000 800.000 600.000 400.000 350.000
7 |MAROS 1.300.000| 800.000 600.000 400.000 350.000
8 |PANGKEP 1.300.000 800.000 §00.000 400.000 350.000
9 (BARRU 1300000 800.000 §00.000 aog.000| . 350.000/
10 |PARE-PARE 1.300.000 800.000 600.000 400,000 350.000
"11 |PINRANG 1.300 000 80O 000 600 000 400.000 350000
- e N e e e
13 |[WAJO 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
14 |soPPENG 1.300.000 800.000 500.000 400.000 350.000
15 |BONE 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
16 [smeJar | | 1.300.000 800.000 500.000 400.000 350.000
17 lwowu | 1.300.000 800.000 600.000 400.000| . 350.000
18 |KOTA PALOPD 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
19 |LUWU UTARA '1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
20 |TORAJA 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
21 |TORAJA UTARA 1.500.000 900.000]  650.000 450.000 375.000
22 |SELAYAR 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN XEUANGLE N

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

L TELAH DIPERIKSA FARAF
SEKDA e
ASISTEN 1 —— : ANDI
KADIS |
KABID e
KASUBAG / KASI — |

N

HATTA M.

BUPATI LUWU TIMUR,
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BUPATI,
ANGGOTA DEWAN
DAERAH, PEGAWAI

WAKIL

BUPATI,

BAGI

PIMPINAN DAN

PERWAKILAN
NEGER!I DAN PEGAWAI

RAKYAT

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
(biava riil)

MODA TRANSPORTASI
KO PANGEAT / GOLONGAN _Pﬁﬂ?_ I ._AL_L;;-;_ [ KERETA R
UDARA e API/BUS 1AL
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DFRD Bisnis Kelas | B Ekselcurii S
= Kenvataan
Selcretaris Daerah [ Eselon [l a Ekonomi Kelazs [ B Elkesealournif
1 Kenyalaan
Anggota DFRED dan Pejabat Eselon [I b Ekonoma Kelas | B Eksslcutif e :
Kenyataan
Sesuai
Golongan IV / Eselon 111 Eloonoma Kelas II A Elcsebourif
__________ s i S S I | A —
Sazuai
Golongan II1 / Eselon IV Ekonomai Kelas [T A Eksalunf
Kenyataan
Sesumi
Golongan II, I dan FTT Ekonomi Kelas IT A Ekssloutif
- Kenvataan

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN MEUANGA:.
2 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWV TIMUR

| TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA ' .7

ASISTEN 1 Edﬁ
KADIS

KABID | c

KASUBAG / KASI i

BUPATI LUWU TIMUR,

(.

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM
WAKIL BUPATI, PIMPINAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

TAHUN 2015

NEGERI BAGI BUPATI,

DAN ANGGOTA DEWAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAH

__DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA Lo
ASISTEN 1 M
KADIS . =
KASID 5

KASUBAG /| KAS!

P A

-

o

ANDI HATTA M.

>

B e P W= B bl el

(LITER) [LITER]) (LITER) (LITER) (LITER)

1 it 65 130/ ki 16 18 21 26 a2
s . B B sy B Ty Mt — -

% |Mangkutans) 50 100 P 12 14 18 20 28
g PR = o — T e ) = —
"6 [wuba | 57 114 7 14 16 19 22 28
7 [ rowus 52 104 | 13 14 17 20 26
T T e e ¥ e T -
| 5 |Mahalona T ] e o AL e et gl e el e g S g T
10 |Bantilang 100] 200 25 29 a3 a0 50
11 [Tomeni Timer 39 78 5 o 11 13 15 19
12 |Wasuponda | 35 70 s e 10 11 14 17
13 |Matisi 10 T T eSS~ WY S R 10 T 18
T14 |Mntmssar | |  e23| a1a3es| |  1iss|  ars|  @or|  aze|  su1
15 Mo | Tseal  1ams ey 160 187 237 e
16 |Pangikep 571| 1142 142 163 190 228 283
ECR L N . B A RN T NS L I
18 |Pare-Pars | a18 B3e 104 119 139 167 209
1% m_‘_ . -I T j ;5- i 1‘!""*3- i . I_“--h":é 112 131 158 ia7

| 20 |Sidemgp i “s80|  7&0| | “es| 108 126 152 190
P I — 3s&| 716 oy Tee| 102 119 143 179
T " spe| 1012 128 144 188 203 283
23 |Bome R  a3s BSE 107 122 143 171 214
ETE I D T 996 124 142 166 188 248
25 |Gowa 1 as| el N 171 195 228 274|342
28 |Talaiar T20| 1440 | 88| 190 220 266 T
57 |Tanegoes 7en| 1320 Tamo| @17 206 304 280
28 |Bantasng | 778 1.550 194 @ 186 310 387
20 |Buhscamba 7o5 | 1200 199 T 186 3le 397
30 |2atayas mon 1.600 TP Y | 250 200
31 [Tana Torsjs | T 264  s2s| . T es| ws 8 108 132
32 |Torain Utara 287 564 &9 @l e T 112 140
[ER) [ —— B T B0 91 10% e 180
34 |Masamba 120 0| [ 30 34 40 a8 &0
35 |Kota Palops " 1sa|  a3es| e 52 51 74 92
36 [Belopa 2as| ass| | e 9 81 a7 122

| 37 |Kolakca (Suirn) 520| 1.040 130 148 173 208 260
38 M"‘:’“h's s20| 1240 155 177 206 248 210
39 |Mamuju (Suman s7o| 1140 142 182 190 228 “28s

BUPKTI LUWU TIMUR,
STEMPEL PARAF KOORDINASI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil]

(dalam rupiah)
NO KABUPATEN / KOTA / BIAYA TRANSPOR
KECAMATAN UMUM (PP}

: 1 |Malkassar 440.000
3 |Pangkep 370.000
s e

3 [fentee 330400
6 |Pinrang 345.000

7 |Sidrap 310.000

| 8 [Sengkang 330.000
9 |Soppeng 350.000
10 |Bone 380.000
11 Sinjai 420.000
12 |Gowa 450.000
13 |Takalar 460.000
14 |Jeaneponto o 470.000
15 |Bantaeng o 480.000
16 |Bululkumba 490.000
17 |Selayvar 550.000
18 |Tana Toraja 300.000
19 |Toraja Utara 330.000
20 |Enrekang 330.000
21 |Masamba 80.000
22 |Kota Palopo 100.000
23 |Belopa 140.000
24 |Keolales (Sultra) 300.000

; 25 fb'“‘ Morowali, Bunglou 400.000
I ..... oy Sulteng) - ,;sun,.q g
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B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (biaya

riil)

dalam rupiah)
NO PROVINS! L SATUAN BIAYA (PP
R 2 B 4
1 |AcEH Ovang/Kali 123.000
2 |SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000
...... S SR T e e
4 |KEPULAUAN FIAU Orang/Kali 105.000
5 JAMBI Owmng/Kaki 128.000
6 |SUMATERA BARAT Orang/Kali 192.000
7 |SUMATERA SELATAN Orang/Kali |  124.000
8 |LAMPUNG Ovang/Kali 148.000
s |BENOXULU Orang/Kali 92.000
10 |BANGKA BELITUNG Orang/Xali 86.000
11 BANTEN Ormragg/ Kali 320.000
12 |Jawa BARAT Oreng/Kali 118 000
13 |DKI JAKARTA Ovanig/Kali 170.000
14 |JAWA TENGAH Oveng)¥ali 50.000
15 |D.I YOGYAKARTA Orang/Kali 141.000
16 |JAWA TIMUR Orang/Kali 148.000
17 [BALI Ovang/Kali 160.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali 218.000
15 |NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali 81.000
21 |KALIMANTAN TENGAH Ovang/Kali 94 000
22 |KALIMANTAN SELATAN Cuwng/ Kali 141.000
23 |KALIMANTAN TIMUR Ovang/Kali 401.000
24 |KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 353.000
25 |SULAWESI UTARA Oveng/Kali 310.000
26 |CORONTALC Orang/Xali 134.000
27 |SULAWESI BARAT Orang/Kali 217.000
28 |SULAWESI TENGAH Ovang/Kaki 151.000
26 |SULAWESI TENGGARA | Ovane/Kali 332.000
30 |MALUKU Oveng/Kaki 340.000
31 |MALUKU UTARA Orang/ Kali 403.000
32 [PAPUA Orang/Kali 354.000
33 |PAPUA BAFAT Orang/ Kali 130.000
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o

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

{dalam rupiahj
BIAYA
NO KECAMATAN e m;ﬂspon
(1} (2] 2 (4
1 |BURAU OK 50.000
2 |WoTu OK 40 000
3 [ToOMONI OK 50.000
4 |TOMONI TIMUR OK 50.000
5 |MANGKUTANA OK 40.000
6 |KALAENA QK 50.000
7 |ANGKONA oK 30.000
8 |MALII (LEBIH 5 KM| OK 20.000
DARI BATAS KOTA) 1

9 |WASUPONDA oK 50.000
10 |[TOWUTT OK 60.000|
11 [wuma oKX 60000
12 [TRANSPORAR | oK 1.000.000 C;‘]

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUK
TELAH DIPERIKSA PARAF

SEKDA R

ASISTEN é:l‘ ‘

KADIS

KABID C

KASUBAG / KASI |

BUPATI LUWU TIMUR,

o

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN VI
: ; PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGER! DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPFATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

[dalam :mhj
NO PEOVINSI SATITAN RODA 4 RO BITRIS- ) ROUNA /R
SEDANG BESAR
1) {21 3 i+ 5] i6]
1 ACEH Par I‘ll.ri. 766,000 2.050.000 3.670.000
2 |SUMATERA UTARA W Ehcns 702.000 1.950.000 2.920.000
3 RIAL Par Havri T8 0D 2.180 000 3.130. 000D
- KEPULAUAN RIAU I"E:.r Har B20. GGG 2.160.000 2.560.000
5 [JAMBI Par Hari | 702.000 1.950.000 3.020.000
6 |SUMATERA BARAT Per Hari 651.000 1.840.000 2.920.000
""" 7 |SUMATERA SELATAN | Per Hari £91.000 1.950.000 3.670.000
i vt 4 Per Han | 691.000] _ 1.840.000 2.920.000
. 9 |BENGKULU . PerHari | 702.0001 1.950.000| 3.020.000
10 |BANGKA BELITUNG s Mave 766.000 2.050.000 3.130.000
11 [BANTEN Do Hars 691 000 1 840 000 2 920 000
12 |JAWA BARAT Fax Hari 702.000 2.050.000 3.020.000
13 |D.K.1 JAKARTA Per Hari 702.000 1.950.000 3.020.000
14 |JAWA TENGAH Fer Hari 651.000 1.84G.000 2.920.0G0
15 |D.I YOGYAKARTA | Per Hari 702.000 1.950.000 2.920.000|
16 |JAWA TIMUR s Wl 691.000 1.840.000 2.920.000|
o e Rttt B SR SR e
18 |NUSA TENGGARA BARAT | Per Hari 788.000 2.270.000 3.020.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | Per Hari 799 000 2 380 000 3 240 000
20 |KALIMANTAN BAFAT Par Hari TT7.000 2.050.000 3.350.000
21 |KALIMANTAN TENGAH Par Hari 820.000 2.590.000 3.670.000
22 |KALIMANTAN SELATAN P s 702.006]  1.950.000 3.130.000
23 |KALIMANTAN TIMUR Per Hari £809_000 2.160.000 3.560.000
24 |KALIMANTAN UTARA Par Hari 809.000 2.160.000 3.560.000
. 25 |SULAWESI UTARA Per Hari " 7e9.000]  2.050.000 3.460.000
26 |GORONTALD F_il‘ T‘EI:l‘i | 7.34 ﬂm IIIIII 1950000 S3.020.000
e e e B ot et
28 |SULAWEST SELATAN Par Hari 691 000 3 270 000 3 020 000
29 |SULAWESI TENGAH Par Hari 766.000 1.950.000 3.130.000
30 |SULAWESI TENGGARA Par Hari 766.000 2.050.000 3.130.000
31 |MALUKUY Per Hari BAS_D00 2.700.000 3.7 B0.000D
32 |MALUKU UTARA Par Hari 896 000 2.810.000 3.890.000
T S B e P B Sl
o PA:P'JAIM-}I p-H.n_ ................. 9 ?_l-_un.u .......... 32_4_00.:‘“ 4 21n m%
BUPAJI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELCLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PAEAF
SEKDA _ L‘r
ASISTEN 3 A
KADIS 2
KABID G
KASUBAG | KASI M

ANDI I—IATTA M.

22



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON 11

(dalam rupiah)
LUAR DAERAH
= DALAM FROVIINGI DALAM
NO URAIAN SATUAN DAN LUAR KABUPATEN
FROVIINSI
(1) (2) 3) @) E (5)
1 |Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPFRD CH ] 250.000 125.000
2 |Sekretaris Dasrah / Esalon Il a OH EDI]',UIII! I - lﬂﬂﬂﬂﬂ
3 |Angeota DPRD dan Pejabat Eselon I1/b l OH 150.000 75.000 §
STEMPEL PARAF KODRDIMASI
DINAS PENDAF2 "%, PENGELOLAAN KEUANGA
DAN ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUR BUPATI LUWU TIMUR,
TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA | L.
ASISTEN | L % b'l..__.
KADIS | ANDI HATTA M.
KABID e
KASUBAG / KASI P
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BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BUPATI, PIMPINAN DAN

WAKIL

BUPATI,

BAGI

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

(dalam rupiah)
LUMPSUM /
NO URAIAN HARI
1 | Camat
v | 70.000
2 | Sekcam / Kepala
Puskesmas / Kepala 50.000
| Sekolah I
'3 | Kasi / Kasubag
| e 45.000
4 | Staf / PTT / Staf
Puskesmas 40.000 Q,f

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGA

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA

PARAF

u SEKDA |

ASISTEN 1 4:_
KADIS |

KABID | [
KASUBAG / KASI e

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rapiah)
NO TUJUAN EIAYA TIKET
1 |Jakarta dan Jawa Barat 1.500.000
2 [|Jogyakarta dan Jawa Tengah 1.250.000
3 |Surabaya dan Bati |  1.000.000
4 |NTTdan NTB - N 1.500.000
5 |Pahsdan Kendari - 730.000
6 Ma.np.d.n dan Gorontalo 1.300.000
T Am\:]pn, Tearnate dan wilayah Ambon lainnya 1.250.000
8 [|Jayapura dan wilayah Papua lainnya 2.500.000
9 (Wilayah Kalimantan 850.000
10 |Medan dan wilavah Sumatera Utara lainnyva 2.700.000
11 |Padang, Risu, Batam dan wilayah Sumatera Barat laannya 2 700.000
12 |Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnva 1.850.000
13 |Damerah [stimewa Aceh ﬂ 3.000.000
14 |Sorowalco - Malkassar 450.000 %

STEMPEL PARAF KOORDINASI BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PENDAPATA N, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

me L
L

TELAH DIPERIKSA
SEKDA :
ASISTEN | 1 L . ANDI HATTA M.
KADIS e
KABID = |
KASUBAG / KASI -

25



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama .
NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ............Nomor

............ , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat
diperolehbukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO URAIAN | JUMLAH

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui: ... , tanggal bulan tahun

Pengguna Anggaran,/ Kuasa Pelaksana SPPD 91

Pengguna Anggaran

NIP. NIP

STEMPCEL PARAF KOORDINAS! BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PENDAPATAK, PFENGELOLAAN KEUANGAN
DAN AS3ET DAERAH KAB. LUAY TIMUR
TELAH DIPERIKSA PARAF N—
C

it v el ANDI HATTA M.

ASISTEN 1 M

KADIS ol 26

KABID ¥ |}

KASUBAG / KASI e




